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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian penulis menguraikan pembahasan 

ini menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa untuk meningkattkan 

kesejahteraan masyarkat Desa Kiuola maka perlu diterapkannya pedoman 

pembangunan Desa Yaitu 3P: Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan 

Pembangunan, Dan Pemantauan/Pengawasan. 

1. Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan dalam Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai 

dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala 

lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan 

melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh 

perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya. Oleh Karena itu 

dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Kiuola pemerintah 

mengadakan musrembangDes dan telah disepakati beberapa program 

pembangunan infrastruktur jalan desa Untuk mensejahterakan kehidupan 

masyrakat Desa Kiuola. 

2. Pelaksanaan Pembangunan 

Pemerintah Desa Kiuola dalam pelaksanaan pembangunan sudah 

melaksanakan beberapa program pembangunan infrastruktur jalan dengan baik. 
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Namun dapat pemerintah desa akui bahwa ada beberapa program 

pembangunan jalan yang belum dilaksanakan karena pemerintah belum 

mendapatkan dana untuk program tersebut. 

3. Pemantauan/Pengawasan 

Dalam mempertangguungjawabkan setiap kegiatan pembangunan infrastruktur 

jalan desa, Pemerintah Desa Kiuola selalu melaporkannya pada akhir tahun 

berjalan. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Desa Kiuola agar lebih mempertanggungjawabkan setiap 

program kegiatan pembangunan infrastrruktur jalan desa yang sudah di 

sepakati bersama dalam musdes, dan juga perlu ditingkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sehingga pelaksanaaannya dapat berjalan dengan efektif. 

2. Kepada Masyarakat Desa Kiuola agar lebih aktif lagi dalam berpartisipasi pada 

setiap kegiatan desa, sehingga Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan 

desa dapat terlaksana sesuai dengan keinginan Masyarakat, 
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